
BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR o7 TAHUN2O21

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BUPATI JAYAWIJAYA,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 27 Peraturan

Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2O2O lentang
Pajak Daerah dan untuk mengoptimalkan pendapatan asli
daerah, maka perlu diatur tata cara pemungutan Pajak
Reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkErn Peraturan Bupati Jayawijaya
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Provinsi Irian Barat (lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali tetah diubah dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 20lO tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OL6 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah(lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 16 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2019
Nornor 42, Tarnbahan l-mbaran Negara Nornor 6322);
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun
2O20 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jayawijaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Jayawijaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BPKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawij aya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Jayawijaya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas
penyelen ggaraan reklame.

9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yarlg dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan dan/atau dinilanati oleh umum.

1o. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat
komersial.

11. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang
dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain
yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya
berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame
tersebut bersifat perrnanen.

12. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk
bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri,
menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan
bersifat permanen.

13. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner,
dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri,
menempel bangunan atau di atas bangu nan, dengan konstruksi sementara
dan bersifat semi permanen.
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14. Reklame melekat/ stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan
kertas, plastik/vyniI, logam, cat darr sejenisnya, yang pemasangzrnnya
dengan cara ditempel/digambar dan bersifat pernanen.

15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan
kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara
disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak
pernanen.

16. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk
tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai
perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di
atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi
permanen.

17. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan
terbuat dari kayu, Iogam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.

18. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan
dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.

19. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan
film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung
pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat
semi permanen.

2o. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan
bahan tertentu, yang penyelengga-raannya dengan dibawa, diperagakan atau
dikenakan dan bersifat semi permanen.

21. Reklame bedalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan / atau
lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik
dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zatftan:, yang pemasangannya
pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-
pindah tempat.

22. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorang€rn atau badan
yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
2a. Wajib Paj ak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah
nomor y:rng diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam melal<sanakan hak dan kew4jiban daerah.

26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagran tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentuan beSarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawas€rn
penyetorannya.

29, Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan ssfagai dasar perhitungan
penetapan besarnya pajak reklame



30. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan
pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan /atau
penyelenggaraan reklame.

31. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR

adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame
tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah
untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

34. Surat Ketetapan Pqjak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit p4jak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi adrninistratif dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok paj ak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

37. Surat Ketetapan Pajak Daerah l,ebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada paj ak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan /atau sanksi administratif berupa
bunga dan/ atau denda.

39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Paj ak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan P4jak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan Wajib Pajak.

41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di4iukan oleh Wajib Pajak.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keteran gan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pernenuhan kewajiban perpaj akan daeral. dan/ atau tujuan lain
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dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

43. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pqjak daerah.

BAB II
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

OBJEK PAJAK
Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2
(1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan formulir

pendataan kepada penyelenggara reklame atau melalui petugas yang
ditunjuk untuk melakukan pendataan reklame ke tempat penyelenggaraan
reklame menggunakan formulir pendataan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengubah atau menambah naskah dan ukuran
data Reklame dalam Masa Pajak beq'alan, Wajib Pajak wajib memberikan
pemberitahuan kepada Badan.

(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam
Laporan Hasil Pendataan sebagai bahan Nota Pengantar Perhitungan Pajak
dasar penetapan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan SKPD

(4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam l,ampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagran Kedua
Pendaftaran

Pasal 3

(l) Setiap penyelenggara reklame dapat menyampaikan informasi
penyelenggaraan reklame dengan menggunakan Formulir kepada Kepala
Badan melalui Bidang Perencanaan, Pengembaangan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD. Formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh
penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan :

a. fotocopy identitas diri;
b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan

disertai fotocopy identitas penerima kuasa.

BAB III
DATA PEI{YELENGGARAAN REKLAME DAN SKPD

Bagran Kesatu
Data Penyelenggaraan Reklame

Pasal 4
(1) Setiap penyelenggara reklame mengisi data penyelenqgaraan reklame

dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara

(2) Formulir gefagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke
Bidang Perencanaan, Pengembaangan, Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah BPKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang
bersangkutan menyelenggarakan reklame.

(3) Bentuk formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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reklame atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Penrencanaan,
Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD.

(2) Formulir untuk mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diambil sendiri oleh penyelenggara reklame di Bidang Penrencanaan,
Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD
atau dapat diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.

(3) Data penyelenggaraan reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang
jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang,
jumlah dan jangka waktu pemasangan.

(41 Penyampaian data penyelenggaraan reklame dilakukan sebelum
penyelenggaraEm reklame.

Bagian Kedua
Pasal 5

(1) Berdasarkan data penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 akan diterbitkan SKPD.

(21 Apabila pada saat penyelenggaraan reklame data tidak disampaikan, maka
akan diterbitkan SKPD secarajabatan.

(3) Bentuk formulir data penyelenggaraan reklame dan SKPD sebagaimana
tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan
y{rg digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan,
jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Nilai Sewa Reklame ssfoagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara
menjumlahkan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan
Reklame (NSR = NJOR + NSPR).

Pasal 7

(1) Nilai Jual Objek Reklame sebngaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41

dihitung berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame,
meliputi indikator:

a. biaya pembuatan/konstruksi;

b. biaya pemeliharaan;

c. lama pemasangan;

d. jenis reklame;

e. luas bidang reklame; dan
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f. ketinggian reklame.

(2) Besarnya Nilai Jual Objek Reklame dihitung dengan rumus:
(NJOR) = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) +

(Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame)

(3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung berdasarkan besarnya bobot
dan skor pemasa.ngan reklame dengan indikator:

a. nilai fungsi ruang;

b. nilai fungsi jalan; dan

c. nilai sudut pandang.

(a) Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung dengan rumus:

(NSPR) = Fungsi Ruang {Bobot x Skor) + Fungsi Jalan (Bobot x Skor) +

Sudut Pandang (Bobot x Skor) x Harga Dasar Nilai Strategis
Pemasangan Reklame

(5) Besaran Nilai Jual Objek Reklame sglagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 14)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagran Keempat
Tarif Pajak
Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 o/o (dua puluh lima persen).

Pasa1 9
(1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan NSR.
(21 Untuk reklame dengan materi berupa reklame rokok, besar pajak terutang

ditambah sebesar lO o/o (sepuluh persen) dari pokok Pajak Reklame.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 1O

(1) Penghitungan dan penetapan Pqiak Reklame dituangkan dalam Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

l2l Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan
sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat tanggal 28 (dua puluh
delapan) setiap bulan dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD).

(3) Apabila masa berlakunya iztr^ penyelenggaraan reklame kurang dari
1 (bulan), maka pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya
dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir dengan
menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(4) Pajak Reklame ytrrg terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah
Daerah Papua Cabang Wamena untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau melalui bendahara penerimaan
BPKAD.



(5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui
bendahara penerimaan BPKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke
kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)jatuh
pada hari libur, maka batas wal<tu penyetoran jatuh pada hari kerja
berikutnya.

(7) Bentuk SSPD sebagaimana tersebut dalam l,ampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagran Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan

Pembayaran Pajak

Pasal 11

Tata cara pembayaran €rngsuran dan penundaan pembayaran paj ak terutang
dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yalg akan melakukan pembayaran seczrra €rngsuran maupun
menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepa1a Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan
fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus melampirkan rincian
utang pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan
alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari
sej ak diterbitkan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;

c. permohonan pembayaran secara angsur€rn maupun penundaan pembayaran
yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan
setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Pengelolaan
Pendapatan BPKAD.

d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak be{alan;

e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung
mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD
kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;

f. pembayar€rn angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga
sebesar 2 7o (dua persen);

c. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa

angsuran;
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa

pqjak yang belum atau akal diangsur dengan pokok pajak angsuran;
3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagran antara jumlah pajak

terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga

sebesar 2 o/o (dua persen); dan
5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adatah pokok pajak

angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 o/o (dua persen).
h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang
yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 o/o (dua persen)
dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh
jumlah utang pajak yang akan ditunda;

-8-
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2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pqjak
yang ditunda,ditambah dengan jumlah bunga 2 o/o ldua persen) perbulan;
dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat
diangsur.

terhadap Wajib Pa,iak yang telah mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan
pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagran Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 12

(l) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :

a. paj ak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
b. W4iib Paj ak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau

denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan untuk
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya
pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2"/o (dua persen)

sebulan dan ditagih melalui STPD.
(4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGURANGAN PAJAK

Pasal 13
(1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

pengurangan pajak.
(2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Pemberian pengurangan pajak paling tinggt,21yo (dua puluh lima

persen), kecuali untuk :

a. event olahraga/ seni yang peserta/pengunjung dipungut biaya paling
tinggi 5O7o (lima puluh persen).

b- event olahraga/ seni yang peserta/pengunjung tidak dipungut biaya
paling tinggr 75o/o (tujuh puluh lima persen).

(4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut:
a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas
dan dapat dipertanggungiawabkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum penyelenggaraan ;

b. melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKPD, apabila dikuasakan wajib
melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;

c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;

d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala
Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;

e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus
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memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada

Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan
diterima.

(5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan
pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan begtan
tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGURANGANATAU PENGHAPUSAN SANKSIADMINISTRATIF DAN

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagran Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 14

(1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda
dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD dan STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan
melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKPD dan STPD dalam waktu 7
(tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD dan STPD, apabila dikuasakan wajib
melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan menunjuk Kepala Pengelolaan Pendapatan BPKAD untuk
melakukan pengkajian dan penelitian;

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan
sebagai dasar untuk memberi keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan
dikabulkan atau ditolak.

f. apabila setelah lewat waldu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada
huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan;
dan

c. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap
keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif.

(+) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak yang

terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang tercantum dalam SKPD dan STPD.

(5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan
alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikal p4jak, dengan cara
menerbitkan SKPD yang baru.
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(6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) hari kerl'a
berikutnya sej ak diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagtan Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 15
(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat

mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :

a. ada fal<ta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk
menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan
pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau
pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah
terlampaui; dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak diperlimbangkan
pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran
SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif
akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan
permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok
pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau
kenaikan p4iak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 16
(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas dasar

permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut:
a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang dapat

dipertanggungiawabkan untuk mengajukan pengurangan atau
pembatalan ketetapan paiak; dan

b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen
berupa fotocopy :

1. SKPD yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukli penolakan pengqiuan pembayaran

secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti
penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif
(apabila mengajukan permohonan).

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas
permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan
sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan BPKAD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan
baru.

Pasal 17

(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 18
atau karena jabatan, Kepala Badan menuqaskan Kepala Bidang pengelolaan
Pendapatan BPKAD untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan paj ak.

(2) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD melaporkan pelaksanaan
tugasnya menindaklanjuti permohonan sebaqaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Kepala Badan.
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(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD dan
telaahan pertimbangan atas penguranganlpembatalan ketetapan pajak,
Kepala Badan memberikan keputusan.

(4) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD melakukan proses
penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 18
(1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan

pajak, Kepala Bidang Perencanaar, Pengembangan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD segera:
a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara

menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki
SKPD lama;

b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi
catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat
yang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak
paling lama 1O (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan

d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

(2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan
keputusan ini.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 19
(1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala Badan berwenang

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewqjiban
Pqjak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan
Daerah tentang Pqiak Daerah.

(21 Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan
tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta
memperlihatkan kepada Wd ib Paj ak y {tgdiperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan
petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul
reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka
waktu pemas€uagan, maka untuk pengenaan besarnya pqiak terutang dapat
dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Reklame yang
tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.

{41 Dalam hal pemeriksaan Pajak Reklame, Bupati berdasarkan permohonan
Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk
mendamping petugas pemeriksa pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan
dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi
yang terkait.
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BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 2O

(1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :

a. kinerja BKAD;
b. semangat kerja bag pejabat dan pegawai;
c. pendapatan asli daerah;
d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibayarkan setiap
triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja
yang telah ditentukan.

(3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Reklame.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya

terutang; atau
b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.

{3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 harus memenuhi
persyaratan:
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan
yang jelas;

b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy
identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;

c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SKPD dan bukti pembayaran
yang sah; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa
bermaterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame yan.g tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan
sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan
pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterirnanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Kepala Badan harus
memberikan keputusan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan
Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Pqiak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan.

(71 Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
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(8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

Pasal22
(U Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian

Pqiak Reklame dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pqiak Reklame.

(21 SP2D atas kelebihan pembayaran Pqiak Reklame dibebankan pada mata
anggaran biaya tidak terduga dengan koreksi pendapatan pada tahun
anggaran berjalan.

BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN
Pasal 23

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame
ditugaskan kepada BKAD.

(21 Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan Satuan
Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi lain terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora.ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal o7 -ol.AOU
u

s JAYAWIJAYA

*

+ \
I

)



LAMPIRAN I PERATURAN BUPIITI JAYAWIJAYA
NOMOR : OA TAHUNzOzl
TANGGAL. o7.Ol. P4

PE}ITRIIYTNI KABI'PATTIT JAYAITL'AYA
BADAN PENGELOI,AAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH
JL. YOS SUDARSO - WAMENA

FORMULIR PENDATAAN
PAJAK DAERAH

PA"'AI( REIILADIE

Tanggal Pendataan

A . NPWPD

B . NAMA WAJIB PAJAK

C . ALAMAT WAJIB PAJAK

D . NAMA USAHA

E . ALAMATTEMPAT USAHA
PENGAMBILAN DAN

F . PEMANFAATAN AIRTANAH

F.DESA/KECAMATAN

G.TELEPON

Wartena,...

Petugas Pendata

( .)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)

Kolom B, C, D , E, F, dan G . Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin usaha yang
' bedaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

P

\



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATT JAYAWIJAYA
NOMOR : 01 TAI{UN 2021
TANGGAL: O?.or. J.oal

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWUAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PA'AK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKBT)

Kepada
Nomor Yttt

di-
Wamena

Tanggal jatuh tempo :
2

I. B€rdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten lafawijaya Nonpr 0l Tahun 2020 tentang Pajak

Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnla s€hingga diternukan data baru dan/atau

data fdng semula belum terungkap rnengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha i

Alamat :

Nama Pemilik .

Alarnat :

IL Berdasarkan pem€riksaan tersebut diatas, iumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:

Wamena.

An. lcpah BPKAD
Kepala B&lang Perencanaan,Pengernbangan,

PengEndalhn dan Evaluasi Pendapabn,

( )
NIP

1. Dasar pengenaan pajak restoran Rp.

2, Pajak restoran fang terhutang : f0% x Rp...............(f) Rp..........

3. Pajak rcstoran yang seharusnya dibayar (2) Rp........

4. Pajak restoran fang tehh dibayar Rp..........

5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan ( 3 -4) Rp..........

6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01

Tahun 2020 ) :

Kenaikan =IRp.................(5)
Rp.

7. Pengurangan abu penghapusan sanksi administrasi Rp.......

9. lumlah yang masih harus dibayar (5+6) - 7 Rp

fungan huruf:

9A
\)

@

(



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : OI TAI{UN 2O2L
TANGGAT : o?'ol' ,,6:'t

PEM ERINTAH KABU PATEN JAYAWUAYA
BADAN PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PA'AK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

Kepada
Nomor Yrh:

di-
Wamena

Tanggal jafi'th tempo :

L Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 0l Tahun 2020 tentang Pajak

Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan

kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik i

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diaEs, jumlah yang masih harus dibayar adalah Sebagai
berikut:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan,Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(

1. Dasar pengenaan pajak restoran Rp..........

2. Pajak restoran yang terhutang : 107o x Rp...............(1) Rp.

3,

4.

5.

Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)

Pajak restoran yang telah dibayar

Pajak restoran yang kurang dibayar ( 3 - 4 )

Rp..........

Rp

Rp..........

6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01

Tahun 2020 ) :

a. Bunga = 2o/o x .........bu|an x Rp.........(5)

b. Kenaikan = 25a/o x (2) + 2o/ox........bulan x Rp....(5)

Rp.....

Rp.....

7. Sanksiadministrasi a atau b Rp..........

8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Rp........

9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-B Rp..........

Dengan huruf:

..)

1

P

A

q

qt

$



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : O7 TAI{UN 2A2L
TANGGALi o7 .ot. 

^o)t

PEM ERINTAH KABUPATEN IAYAWf,IAYA
BADAN PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PA'AK DAERAH NIHIL (SKPDN)

Yrh
di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawrjaya Nomor 0l Tahun 2020 tentang Pajak

Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan

kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah
berikut:

Wamena,

An. Kepala BPIGD
Kepala Bidang Perencanaan,Pengembangan,

Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

)
NIP

Rp1. Dasar pengenaan pajak restoran

Rp.2. Pajak restoran yang terhutang : L0o/o x Rp...............(1)

3. Kredit Pajak:

a. Kompesasi kelebihan periode sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan

c. Lain-lain

d. Jumlah yang dapat dikreditkan ( a + b + c )

Rp.

Rp.

Rp.

Rp..........

Rp.4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)

Dengan huruf:

(

{s
+ \

,t
JAYAWIJAYA,

Nomor Kepada

P

4/

*

v4,ytl.t
s,I



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : O} TAI{UN 2021
TANGGAL: 01 . o1. ZOA

PEM ERINTAH KABU PATEN'AYAWI,IAYA
BADAN PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. YOS STJDARSO WAMENA

Kepada
Nomor Yth

di-
Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten JayawDaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak

Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Restordn terhadap:

Nama Usaha :

Alamat ;

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan,Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

)
NIP

Rp1. Pokok pajak yang harus dibayar

Rp..........2. Telah dibayar tanggal

Rp..........3. Pengurangan

Rp....4. lumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)

5, Kurang dibayar (14)
Rp.........,6. Sanki administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01

Tahun 2020 ) :

Bunga = .............bu|an x 2 9o x Rp.................(5)

Rp..........7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)

Dengan huruf:

\,,

JHON

JAYAWIJAYA,

SURATTAGIHAN PAIAK DAERAH (STPD)

(.

Rp..........

P

\



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR I o, TAHUN 2021
TANGGAL: O?. OI, }O}I

PEMERIITTAH KABT'PATEI{ JAYAWIJAYA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Yos Sudarso. Telp............. Kode Pos 99511

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada Yth

di-
Nomor Formulir Wamena

PERHATIAIT :

1. Harap diisi dalam ralgkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap

diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Jayawijaya

DIISI OLEH WAIIB PA.'AK
1. Nama Badan / Merk Usaha
2. Alamat Badan Usaha
3. KTP Pemilik
4. Status WP

tr Tanah Adat
! Bendahara
! Umum

5. Nomor Objek Pajak (NOP)
6. Kota/ Kabupaten
7. Kecamatan
8. Kelurahan
9. Jenis Usaha
10. Nomor Telepon
11. Nomor Handphone
12. Nama Pemilik
13. Alamat Pemilik
14. Kota/Kabupaten
15. Kecamatan
16. Kelurahan
17. Tanegal Ihrtu NPWPD
18. Bidang Usaha

! Hotel
tr Restoran
tr Hiburan
fl Reklame
! Penerangan Jalan
u Pengambilan/pengolahan mineral

bukan logam dan batuan
tr Penyelenggaraan tempat parkir

diluar badan jalan
n Pengambilan dan/ atau Pemanflaatan

Air tanah



19. Kewajiban Pajak
n Pajak Hotel
O Pqiak Restoran
! Pdak Hiburan
! Pajak Reklame
! Pajak Penerangan Jalan
n Pajak Mineral Bukan logam dan

Batuan
tr Pajak Parkir
tr Pajak Air tanah

Wamena, 20..

Nama Jelas

4 YA $l

JAYAWIJAYA,?
s

OC t

rt

Tanda tangan.



PEMERIMAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASE"T DAERAH

JLN YOS SUDARSO WAMENA NOMOR 25

SKPD
SURAT KETETAPAN PA'AK

Masa Pqjak ;

Tahun : 2O.....-

NO. URUT

20

Nafia $rP :

AlaEat WP :

Kec.

Kel.

If PYPD :

Tanggal Jatuh Teapo Pemba3raraa :

NO No.Rekening JENIS PA.JAI{ DAERAH Jumlalt
1 PrJ.t

P4ial ......................

DPP: Rp. ......... X ......... o/o

Rp.

JUMI-A.H KETETAPAN POKOK PAJAK

JUMLAH SANKSI I A, BUNGA

B. KENAIKAN

JUMLAH KESELURUHAN

Denga.n
Huruf :

PERHATIAN

HARAP PET.IYETORAN DII.{KUKAN MELALUI BANK PAPUA JAYAWIJAYA DENGAN
MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PA'AI{ DAERAH (SSPD)

APABILA SKPD INI TIDAK ATAU (URANG DIBAYAR SETEI.AH LEWAT WAKTU PAIING
I.AMA 30 SE.IAK SKPD INI DITERIMA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
BUNGAN SEBESAR 2 O/" PER BUI,AN .

WarDena, ................20.....

Yang Menerima ,

A,l. Kepala Badar! Peagelolaan Keuangan dan
Aset Daerah

KABID PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

( )

NIP :

LAMPIRAN VIl PERATURAN BUPATI JAYAWUAYA
NOMOR : O? TAHUN 2021
TANGGAL: O? . Ol. loal

4 JAYAWIJAYA,\)
+

N(i fn$\
BANUA

Rp.

Rp.

l.

2.

I



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : O? TAHUN 2A2I
TANGGAL: O?.OI. }O}\

BESARAN I(OMPOIIEIT lrrLAr JUAL OB,EIi PA^,AK REKLAilE,KOMPOIIEN
ITILAI STRATDGIS PEITT-ELEITG(}ARAAIS RIITLITUE DAIT ITILAI TITIK

A. Besaran Komponen lYilai Jual ObJek Pajak Reklame

ilo JEITIS RTI{LAUE
UASA

PA"rAr(/Iiilr
PErIELETG{i

ARAAIC
REI(LAUE

rILAI JuAL OB'EI( PA"'AIT
REXiLJTUE F.rORl iloIc

I'KT'RAf,

HARGA
DASAR

I{Ef,If(XiIiAr
RTI(LAUE

lRpl

IIARGA DASAR IIKIIRAT
RExrLAut (Rpf

o - 9,99n 1() - sOE SATUAr

1

Reklame Permanen

a. Billboard/Bando Per -Tahun Sso.000 775.OO0 /M" 75.000

b. Videotron Per -Tahun 1.600.o00 2.0so.ooo llM" 9s.000

c. LED Per -Tahun 800.ooo 1.150,OOO llv.{" 75.000

d. Neon Box Per -Tahun 550.OO0 625.OOO /M" 75.000

e. Running Text Per -Tahun 850.OOO 1.200.ooo lI,,.{, 75.000

f. Papan Merek Per -Tahun 224.OOO 345.O00 lM" 75.000

2 Reklame
Tembok/dinding Per -Tahun 190.000 310.OOO /M

75.000

J
Reklame
Kain/Layar

a. Spanduk,
Umbul-
umbul,Banner,
Layar Toko

Per - 1 bulan /l,emb
ar

17.O00

b. Baligo Per - 1 trulan /M" 80.ooo

4 Reklame
Melekat/Stiker Per - 1 bulan lM" 35.000

5
Reklame berjalan
termasuk pada
kendaraan Per - Tahun /M" 800.o00

6 Reklame Udara per -
Penyelengga
raan

/buah 2.350.OOO 75.000

7 Reklame Peragaan

a. Permanen Der -
Penyelenggar
aan

/hari

b. Tidak Permanen Der -
Penyelengga
raan

/t:art 20.000

2s.000



-2-

B. Besaran Komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Keterangan:

1. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah
arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari
persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah

2. Untuk reklame dalam ruangan {fudoor), Jumlah Sudut Pandang: 1

3. Untuk Jenis Reklame Be{alan/Kendaraan :

a. skor lokasi = 10

b. skor sudut pandang = 1O

c. ketinggian = O

4. Untuk materi reklame yang memuat reklame rokok, besaran pajak terutang
di tambah LO o/o.

Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame:

NILIU I.UIIGSI RUANG
llrrRl

MLAI tr"UttGSI JALAIT lt{FJl NILAr SUDUT PAr[DAnG (NSPI

BOBOT 25 a/o SKOR BOBgf l2'5 Vo SKOR BOBOI 2(P/o SI(OR

Kawasan
umum 10

Jalan
Propinsi/Kab
upaten Arteri
Sekunder /I,ok
al/Lingkunga
n

10

4 arah 10

3 arah 9

2 arah 8

1 arah 7

NO Jenls Ukuraa Harga Dasar I[ilai
1 Ukuran reklame 10 - 50 M2 Rp 400.000
2 Ukuran reklame 3 - 9,99 M2 RP 375.000
3 Ukuran reklame < 2,99 M2 Rp 19s.000
4 Ukuran reklame kendaran Rp 250.000
5 Untuk karn / lay ar (spanduk, umbul-umbul,

banner)
Rp 35.000

6 Untuk Reklame Udara Rp 275.OOO
7 Untuk Reklame Melekat atau stiker RP 200.000
8 Baligho Rp 5s.000
9

Permanen Rp 25.000
- Tidak Permanen Rp 20.000

Untuk reklame Peragaan



-3-

C. Perhttungan Besaran Pajak Rektrame

Perhitungan Besaran Pajak Terhutang dihitung dengan rumus:

Pajak Terhutang = Tarif Pajak Reklame (25"/"1X Nilai Sewa Reklame

Dimana Nilai Sewa Reklame (NSR) dirumuskan sebagai berikut:

NSR Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasangan
Reklame (NSPR).

Perhitungan Nilai Jual Objek Reklame {NJOR} dihitung dengan rumus:

NSPR Fungsi
(Bobot

Ruang (Bobot x Skor) + Fungsi Jalan (Bobot x Skor) + Sudut Pandang
x Skor) x Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung dengan
rumus:

NJOR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Ketinggian
Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).

BUPATI JAYAWIJAYA

JH

r



I,AMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : O} TAHUN 2021
TANGGAL: o?.O1. JOll

BUPATI JAYAWIJAYA,

PEMERINTAH KAf}UPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. YOS SUDARSO WAMENA NO. 25 Tlp. (0969) 3iOO3

JAYAWIJAYA

SURAT SETORAN PA.JAK DAERAH

(ssPD )

Masa Pajak : ..,..........
Tahun :2O......

No. .... ...

NPWPD
Nama WP
Alamat WP JL.

Kec
Kel

Menyetor berdasarkan : SPTPD / SKPD/ SKPDKB / SKPDKBT
NO.

1

No.Rekening Nama Rekening Jumlah

No. SKPD :

Jurnlah Setoraa PaJak Rp.

Dengan Huruf :

Wamena, 2O.....

Penyetor

( )

Diterima oleh,
Bendahara Penerima
Tanggal

Tanda Tangan :

NamaTerang :

NIP

20.



LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI JAYAWTJAYA
NOMOR : o, TAI{UN 2027
TANGGAL: 01' ot' ,olt

PEM ERINTAH KABUPATEN IAYAWI,IAYA
BADAN PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT TAGIHAH PAIAK DAERAH (STPD)

Kepada
Nomor Yth:

di-
Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 0l Tahun 2020 tentang Pajak

Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha l

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Wamena,
An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan,Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

(. )

1. Pokok pajak yang harus dibayar Rp.......

2. Telah dibayar tanggal Rp..........

3. Pengurangan Rp..........

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp.......

5. Kurang dibayar (1-4) Rp..........

6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02

Tahun 2020 ) :

Bunga = .............[ulanx2o/oxRp.................(5)

Rp.........

7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) Rp.

Dengan huruf:

BUPATI JAYAWIJAYA,



BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PA.JAK REKI,AME

{Kop Baden I
KEPUTUSAN KEPAI,A BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERA}I KABUPATEN

JAYAWIJAYA TENTANG
PEMBERTAN PENGURANGAN PAJAK REKI.AME YANG TERUTANG

Kepala Badan,

Menimbang

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : ol TAHUN202 I
TANGGAL: 01.ot. 

'oll

a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaal sederhana atas
permohonal pengurangan pajak reklarne nomor:.......tangal
terdapat/tida-k terdapat *) cukup alasan untuk menguralgkan
besarnya pajak reklame yang terutang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak5ud psds
huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan
Pengelolaal Keuangal dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya
tentang......;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun
2O2O te]rfialfg Pajak Daerah.

2. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor: .....tentang Tata Cara
Pengelolaal Pajak Rekleme.

KEPUTUSAN KEPAI,A BADAN PENGEI,OLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
REKLq,ME YANG TERUTANG
Mengabulka-n/menolak i) permohonan pengurangan pajak
Reklame yang terutang kepada wajib pa,jak:
Nama wqlib pajak
AlamatWP
Jenis usaha
Alamat usaha
Besarnya pengurangan

Berdasarkan jrrrnleh besarnya penggrangan sebagaimana
dimalsud pada Dikum KESATU Pajak Rekleme yang sehamsnya
dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Reklame yang terutang :

Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....)
Jumlah Pajak Rek'lame yalg seharusnya
Dibayar

Keputusan Kepatra
ditetapkan.

Badan ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal :

Kepala BPKAD

NIP

BUPATI JAYAWIJAYA,

Memperhatikan . Surat Permohonan pengurangan Pajak Rek1ame.......

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Rp.
Rp.

Rp.

JH

(. )



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : O, TAHUN 2A2T
rANGGAL : o t. ot. Jozr

BESARAIY KOUPOIIEil IIILAI JUAL OB.TEK PA.rAr( REKLAUE,XOUPOITIEIII
ITILAI STRATB(}IS PTITYELEITGGARAATT RTI(LIIUT DAIY IIIILN TITII(

A. Besaran Komponen lYilai Jual Objek Pajak Reklame

tYo JENIS RIXI,ATE
U,ASA

PA,JAIIIYZ,tr
PETTELEXT(rc

ABAA f,
REKLAIE

ITII,AI JI'AL OB'EK PA'AI(
RETLJIIE [ruORl roII

I'III'RAT

IIARGA
DASAR

xgur(rcLA
It

REI{LAUE
lRol

IIABGA DASAR I'IfiIRAT
RsrLAtE {Rpf

O -9,99o, 1O - SOn SATUA
It

1

Reklame Permanen

a. Billboard/Bando Per -Tahun 550.OO0 775.OOO lM" 75.000

b. Videotron Per -Tahun 1.600.ooo 2.050.ooo lM, 9s.000

c. LED Per -Tahun 800.ooo 1.150.OOO lM, 7s.000

d. Neon Box Per -Tahun 550.000 625.000 lM" 75.000

e. Running Text Per -Tahun 850.000 1.200.ooo ll0.,' 75.000

f. Papan Merek Per -Tahun 224.OOO 345.OOO lM" 75.OOO

2 Reklame
Tembok/dinding Per -Tahun 190.OO0 310.000 lM' 75.000

3
Reklame
Kain/Layar

a. Spanduk,
Umbul-
umbul,Banner,
Layar Toko

Per - 1 bulan /Icmb
AI

17.000

b. Baligo Per - 1 bulan lM" 80.ooo

4
Reklame
Melekat/Stiker Per - I bulan /M" 35.000

5
Reklame berjalan
termasuk pada
kendaraan Per - Tahun /M" 800.o00

6 Reklame Udara Der -
Fenyelengga
raan

/buah 2.350.OO0 75.000

7 Reklame Peragaan

a. Permanen Der -
Penyelenggar
aan

/hari 25.000

b. Tidak Permanen Der -
Penyelengga
raan

lhari 20.000
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B. Besaran Komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Keterangan:

1. Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah
arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari
persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah

2. Untuk reklame dalam ruangan {indoof , Jumlah Sudut Pandang = 1

3. Untuk Jenis Reklame Berjalan/Kendaraan :

a. skor lokasi = 1O

b. skor sudut pandang = 1O

c. ketinggian = 0

4. Untuk materi reklame yang memuat reklame rokok, besaran pajak terutang
di tambah 1O o/o.

Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame:

ITII"AI tr"UITGSI RUANG
IITRI

NILAI FUTTIGSI JALAIT (rFJI NILAr SUDUT PAIIDAIIG (NSP'

BOBOT 25 o/o sxoR BOBOT t2,5Va SKOR BOBOI 207o SKOR

Kawasan
umum 10

Jalan
Propinsi/Kab
upaten Arteri
Sekunder /l-ok
allLingkunga
n

10

4 arah. 10

3 arah

2 arah 8

1 arah 7

ITO Jenls Ukuran Harga Dasar lllilai
1 Ukuran reklame lO - 50 M2 Rp 400.ooo
2 Ukuran reklame 3 - 9,99 M2 Rp 375.000
3 Ukuran reklame < 2,99 M2 Rp 195.000
4 Ukuran reklame kendaran Rp 250.000
5 Untuk karn / lay ar (spanduk, umbul-umbul,

banner)
Rp 35.000

6 Untuk Reklame Udara Rp 275.OOO
7 Untuk Reklame Melekat atau stiker Rp 200.000
8 Baligho Rp 55.O00
9 Untuk reklame Peragaan

Permanen Rp 2s.000
- Tidak Permanen Rp 20.000

9
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C. Perhitungan Besaran PaJak Reklame

Perhitungan Besaran Pajak Terhutang dihitung dengan rumus:

Pajak Terhutang = Tarif Pajak Reklame 125%l X Nilai Sewa Reklame

Dimana Nilai Sewa Reklame (NSR) dirumuskan sebagai berikut:

NSR Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) + Nilai Strategis Pemasangan
Reklame (NSPR).

Perhitungan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dihitung dengan rumus:

NSPR Fungsi Ruang (Bobot x Skor) + Fungsi Jalan (Bobot x Skor) + Sudut Pandang
(Bobot x Skor) x Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung dengan
rumus:

NJOR = (Ukuran
Reklame

Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Ketinggian
x Harga Dasar Ketinggian Reklame).

BUPATI JAYAWIJAYA



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : O} TAHUN2O2l
TANGGAL: o?'Ol' loVl

BUPATI JAYAWIJAYA,

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. YoS SUDARSO WAMENA NO. 25 Tlp. (O969) 31003

JAYAWIJAYA

SURAT SETORAN PA'AK DAERAH

(ssPD )

Masa Pajak
Tahun :20......

No.

NPWPD
Nama WP
Alamat WP JL.

Kec.
Ke1.

Menyetor berdasarkan : S PTPD / S KPD / S KPDKB / SKPDKBT
NO

1

No.Rekening Nama Rekening Jumlah

No. SKPD:
Jumlah Setoran PaJak Rp.

Dengan Huruf :

Wamena, 20
Penyetor

( .)

Diterima oleh,
Bendahara Penerima
Tanggal 20

TandaTangan
NamaTerang
NIP



LAMPIRAN X PERATURAIY BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : O1 TAHUN 2021
TANGGAL: ol.ot .roll

PEM ERINTAH KABUPATEN JAYAWLIAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. YOS S{JDAPSO WAMENA

Kepada
Nomor Yth

di-
Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawuaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak

Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Wamena,
An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan,Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

(

NIP

1. Pokok pajak yang harus dibayar Rp..........

2. Telah dibayar tanggal Rp..........

3. Pengurangan Rp..... ..

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) Rp

5. Kurang dibayar (1-4) Rp

6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02

Tahun 2020 ) :

Bunga = .............bu|an x 2 96 x Rp.................(5)

7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) Rp..........

Dengan huruf:

BUPATI JAYAWIJAYA,

HON RICHARD BANU

SURAT TAGIHAN PA'AK DAERAH (STPD)

...)

Rp..........



BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PA.JAK REKI.AME
(Kop Badan I

KEPUTUSAN KEPAI.A BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAETUPATEN

pEMBERLANpE*cu*tYSXIJ#iItff-aorEyANGIERUrANG
Kepala Badan,

Menimbang

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : o3 TAHUN2021
TANGGAL: o7-ot.lo2l

a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaal sederhana atas
perrnohonan pengurangan pa,jak reklame nomor:...,...tangal
terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan
besarnya pajak reklame yang terutang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim4p dirnaksud pada
huuf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan
Pengelolaan Keuangrn darr Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya
tentang......;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor O2 Tahun
2O2O tentang Pajak Daerah.

2. Perat:tran Bupati Jayawijaya Nomor: .....tentang Tata Ca-ra
Pengelol,aan Pajak Rekla rne.

Nama wajib pajak
Alamat WP
Jenis usaha
Alamat usaha
Besarnya pengurangan

Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana
dimaksud pada Dikum KESATU Paja,k Reklarne yang seharusnya
dibayar adalah sebagai berikut :

Pqiak Reklame yang terutang :

Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....)
Jsmlah Pajak Reklame yeng sehamsnya
Dibayar

Keputusan Kepala
ditetapkal.

Badan ini mulai berl,aku pada tanggal

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal :

Kepala BPKAD

NIP

Y"
UPATI JAYAWIJAYA,

Memperhatikan . Surat Permohonan pengurangan Pajak Reklame.......

Mengingat

Menetapkal

KESATU

KEDUA

KETIGA

Rp.
Rp.

Rp.

JHON R1CHARD BANUA

: KEPUTUSAN KEPAI.A BADAN PENGELOI,AAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
REKLAME YANG TERUTANG

: Mengabulkaa lr:r.el;lolak *) permohonan pengurangan pajak
Reklame yang terutang kepada wajib pajak:

(.


